BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik, atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah pikir’’dan‘‘olah hati’’ atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan

yang telah ada diluar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.1
kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu juga sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak  ekslusif  (exlusive  rights).2   Hanya  manusia  yang  melakukan  “olah otak’’ dan “olah hati’’ yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi: ilmu pengetahuan seni dan sastra. Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni dan sastra dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (benda materil) sedangkan gagasan atau ide  yang  melatar  belakangi  kelahiran  benda  berwujud  itu  dilindungi

sebagai  hak  kekayaan  immateriil.  Itulah  disebut  sebagai  hak  kekayaan

intlektual. Bukan bendanya yang dilindungi tetapi ide atau gagasannya.
1OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, ,Edisi Revisi, Cet.  9.,  Pt  Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 191.
2Ibid, hal 191.
1

Hak kekayaan immateriil adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam konteks hukum perdata, rumusan tentang hak kekayaan immateriil dapat diumumkan  dengan  pengertian  benda  yang  diatur  dalam  pasal  499

KUHPerdata. Pasal tersebut secara implisit (tersirat) menyiratkan, bahwa hak cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang masuk dalam kategori hak yang dibedakan dengan barang (benda berwujud).

Secara rinci, rumusan pasal 499 KUHPerdata itu sebagai berikut:
Menurut paham undang-undang yang dinamakan benda ialah tiap- tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (property) atau hak milik. Jika dihubungkan dengan pasal
503 dan 504 KUHPerdata maka hak cipta dapat dikategorikan kedalam benda tidak berwujud dan benda bergerak. Ketentuan pasal diatas, telah diadopsi dengan baik oleh pasal 16 ayat (1) undang- undang hak cipta nomor 28 tahun 2014.
Hak milik immateriil termasuk kedalam hak-hak yang disebut pasal

499 KUHPerdata. Oleh sebab itu, hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari sesuatu hak benda.3  Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut  yang  objeknya  bukan  benda  berwujud  (barang).  Itulah  yang disebut dengan nama hak milik intelektual (intelellectual property rights).4
Hak cipta sebagaimana telah diuraikan diatas adalah salah satu dari

bagian hak kekayaan intelektual (intelellectual property rights). Hak cipta dibedakan  dengan  kekayaan  perindustrian  (industrial  property  rights)

3Mahadi, Dalam Buku OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,edisi revisi, cet. 9., Pt raja grapindo, jakarta, 2015, hlm. 210.

4Ibid, hlm. 210.

lainnya. Menurut simorangkir: hak merek, paten dan oktroi yang termasuk dalam industrial property rights, tidak tergolong dalam hak cipta.5
Terminologi hak cipta dalam kepustakaan hukum di indonesia, pertama kalinya di usulkan oleh prof. St. Moh. Syah, S.H. pada kongres kebudayaan  di  bandung  tahun  1951  (yang  kemudian  di  terima  oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang di anggap kurang  luas  cakupan  pengertiannya.  Istilah  hak  pengarang  itu  sendiri

merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda Auteurs Rechts.6
Dinyatakan “kurang luas’’ karena istilah-istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan’’ arti, seolah-olah yang di cakup oleh hak  pengarang  itu  hanyalah  hak  dari  para  pengarang  saja,  yang  ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan  pengertian ini  dapat  kita lihat  dalam  pasal  1  butir 1  Undang- Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentu nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.7
Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis turunkan juga beberapa pengertian hak cipta.

5J.T.C. Simorangkir Dalam Buku OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,
Edisi Revisi, Cet. 9., Pt raja grapindo, jakarta, 2015, hlm. 210.
6Ajip Rosidi Dalam Buku OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Edisi

Revisi, Cet. 9., Pt Raja Grapindo, Jakarta, 2015, hlm. 199.
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.Op.Cit., Pasal 1 Butir 1.

Menurut  auteurswet  1912  dalam  pasal  1–nya  menyebutkan,  hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-

undang.8
Menurut universal copyright convention. Dalam pasal 5 universal copyright convention, disebutkan bahwa: “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.’’9
Jika  dicermati   batasan   pengertian   yang  diberikan   oleh  ketiga

ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Pada saat ini hak cipta diatur dalam undang-undang nomer 28 tahun

2014 yang mencabut undang-undang nomer 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Berdasarkan undang-undang nomer 28 tahun 2014, potret adalah karya fotograpi dengan objek manusia.10 Sebelumnya undang-undang nomer 19 tahun 2002 tentang hak cipta memang mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta atas potret seseorang harus mendapat izin dari orang  yang  di  potret,  atau  izin  ahli  warisnya  ketika  ingin  melakukan

publikasi atas potret. Namun ketentuan seperti ini tidak tercantum dalam
8BPHN, Seminar Hak Cipta, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 44.
9Ibid, hlm. 45.
10Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014, Op.Cit, Pasal 1 Butir 10.

undang-undang nomer 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sebagai gantinya, pasal 12 undang-undang nomer 28 tahun 2014 tentang hak cipta melarang penggunaan  secara  komersial,  penggandaan,  pengumuman, pendistribusian, dan/atau  komunikasi  atas  potret  yang di  buatnya  guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang di potret atau ahli warisnya.

Yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau periklanan’’ adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, benner, bilboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial. Pelanggaran atas larangan tersebut diancam pidana denda paling banyak Rp 500,000,000, 00 (lima ratus juta rupiah)  pasal 115 undang-undang nomer 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Tentunya, tetap ada pengecualian atas larangan dalam pasal 12 undang-undang nomer 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi.

Contoh kasus, seseorang memotret tanpa persetujuan orang yang dipotret yaitu ketika seorang fotografer pernikahan melakukan pemotretan untuk calon mempelai tersebut akan digunakan untuk iklan atau promo membuka pameran hasil karya yang telah fotografer ciptakan, sebelumnya fotografer tersebut tidak pernah minta izin kepada calon mempelai bahwa fotonya akan dipergunakan. Kemudian calon mempelai yang melihat fotonya dipajang atau dipublikasikan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya,   marah   kepada   fotografer   tersebut.   Calon   mempelai tersebut  dapat  mengajukan  gugatan  dengan   menggunakan  pasal  12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, karena fotografer tersebut menggunakan foto calon mempelai tanpa persetujuannya, walaupun pemegang hak cipta adalah fotografer. Fotografer tersebut harus mendapat izin dari calon mempelai karena fotonya akan digunakan untuk

iklan atau promo yang bersifat komersial.11
Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (natural phenomenon), dengan menemukan sesuatu dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana.

Keberadaan karya fotografi berkembang lebih jauh sebagai medium

pengabdian fenomena alam karena nilai reproduksi-refresentasinya yang
pm.


11http://repository.unej.ac.id/handle//123456789/59108.diunduh tgl 1 juli 2018,jam 09:16

dianggap revolusi dengan kualitas kemiripan yang terpercaya. Kehadirannya memerlukan waktu kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya seninya dengan melibatkan beragam eksperimentasi dan inovasi di bidang teknologi masinal, kimia, fisika, dan implementasi kreatif estetisnya.12  Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media

film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-copy  dan  mencetak  hasilnya.  File  digital  tersebut  sangat  mudah untuk  digandakan  dan  diambil  oleh  setiap  orang  untuk  dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1.
Apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai publikasi potret tanpa izin pencipta di tinjau dari Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta?

2.
Bagaimana  perlindungan  hak  cipta  terhadap  model  yang  dipotret menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

12Soeprapto Soedjono, Pot-Pourri Fotografi, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm, 8.

C.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.   Tujuan Penelitian
a)
Untuk mengetahui apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai publikasi potret tanpa izin pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b)
Untuk mengetahui  bagaimana perlindungan hak  cipta terhadap model yang dipotret menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta.

2.   Manfaat penelitian
a.   Manfaat Teoritis

1.
Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum hak cipta pada umumnya dan hukum hak cipta pada khususnya.

2.   Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertararik untuk mengkaji mengenai hak kekayaan intlektual khusunya hak cipta fotografi.

b.    Manfaat Praktis

1.   Bagi  pemerintah  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dalam perlindungan hak cipta.

2. Bagi  masyarakat  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti.

D.  Ruang Lingkup Penelitian
Mengingat luasnya  permasalahan dan ketentuan hukum  yang ada dalam pengaturan hak cipta di indonesia maka bukan merupakan hal yang tidak mungkin untuk dibahas dalam satu tulisan saja terlebih dalam bentuk penulisan. Maka dalam hal ini ruang lingkup masalah hanya dibatasi pada pembahasan   apa   saja   perbuatan   yang   dapat   dikategorikan   sebagai publikasi potret tanpa izin pencipta ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta serta bagaimana perlindungan hak cipta terhadap model yang dipotret menurut undang-undang nomor 28 tahun

2014 tentang hak cipta.

